PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026
Faslitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Peneditian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Dasrah
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Admin|strasi

Jumiah Anggaran (DPA) : 18,000,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 18,000,000.00
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITLAN DAN PENGEMBAMNGAN DAERAH

Kode Rekening
Buku Kas Ma.

Tanggal

Terima Dar

Pembayaran

KWITANSI

5 ﬁ -01.0001.5.1:02.02.01.0026

. Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

mw SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

© BELAMIA JASA TEMAGA ADMINISTRAS] KEGIATAN PENELITIAN DAN

FENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAR  PEMERINTAHAN  DAN
PENGEAJIAN PERATURAN S5UB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANMAAN DWAN
EVALUAST PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH BULAN APHRIL TAHUN ANGGARAN 2024

NIP. 19741216 199311 1 001
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I NO. DAFTAR: 00100/505000000020000v2024
DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
I PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BULAN APRIL TAHUN

ANGGARAN 2024
Womor | Tanggal SK © I77/setda/1BE.ATAHUN 2024 | 11 Januar| 2024
Fiegiatan : 5.0502.2.01 / Penelitian dan Pengembangsn Bldsng Penyelenggarsan Pemerintahan dan Penghajian Peraturan
Sub Meglatan ¢ 50802 2010001 / Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluss! Peneiitian dan Pengembangan Bidang Penysienggaraan Dionomi Dasrah
Rekening : 5.1.02.02 01.0026 / Belanjs Jasa Tenaga Adminisirasi
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jstan Actimad Yars Nomer 2. Bulo Gading, Ljung Pangang, Kota Makasear, Sulswss Selstar) Kade Pos 80111

Talapon (0411) 3616008 Faksende (0411) 2834847
Lens bttt L o4, Powenl sk a0 Er sran i o o

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 277 /SETDA/ 188.4 /TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELAN.JA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA JURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI], PELAKSANAAN DAN EVALUASI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran
Sub Kegiatan Fasilitas:, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelition dan Pengembangan Bidang
Penvelenggaraan Otonomi  Daerah  pada Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipandang perlu adanya Tenags Administras) untuk
pelaksanaan kegatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar lentang
Penunjukan don Pemberian Belanja Jusa Tenaga
Administrasi serta Belunja luran Jaminan/Asuransi
bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegialan
Fasilitani, Pelaksanaan dan Evaluasi Penehitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonom
Daerah Pada Badan Penelitian dan pengembangsn
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat n di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ientang
Sistern Perencanaan  pembangunan Nasional
[Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahlin 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah tefakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tdntang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor (41, Tambahan Lembaran Negara

Republilk Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemenntah
Nomor 30 Thhun 2014 tentang Administras

Pemerintahan (l.embaran Negara Republik Indongsia
Tahun 2014 Nopmor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
tahun 2023 tertang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Uncdg ng-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Ciptda kerja menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomgr 6856);

Peraturan Pemgrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kéuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonksia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Merjteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomar 1781);

Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lembgre Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016) |sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2023 tentang | Perubahan Daerah atas Persturan
Daerah Kota Makassar Nomor B Tahun 2016 tentang
Pembentukan | dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dagrah Kota Makassar Nomor B tahun
2023);
Peraturan Daegah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota M Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Tahun 2023 Nomor 6);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

g, Peraturan Wali Kots Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedomah Pengelolann Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipil | Negara sebagai Laskar Pelayanan
Publik yang befintegritas pada Lingkup Pemerintah
Daerah (Berita [Dacrah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 32);

10, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023

Keputusan ris Dacruh Kota Makassar Nomaor :
3475/188.4.45/T 2023 tentang Pengangkatan
Tenaga Non ASN sebagai Laskar Pelang

TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA
JASA TENAGA ADMINISTRAS] SERTA BELANJA IURAN
JAMINAN/ASURANSI BAGL NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA| SUB KEGIATAN  FASILITASI,
PELAKSANAAN DAN EVALUAS! PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGOARAAN
OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN [DAERAH KOTA MAEASSAR TAHUN
ANGGARAN 2024, _
Menunjuk 1(satu) Orang Tenaga Administrasi pada Sub
Fasilitasi, Pel aan dan Evaluasi Peneliian  dan
Bidang Penyelenggarann Otonomi Daerah
peda Badan Pmulf}tim dan pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024
Kepada 1 (satu) Orang Non ASN Tenaga Administrasi
sebagaimana ud Diktum KESATU, dibcrik!.n
Belanja Jasa
Jaminan/Asuransi| bagi Non Aparatur Sipil Negara pada

a. Belanja Jasa T Administrasi:
1.500,000,00 / Bulan
b. Belanja luran/ Jaminan asuransi:
1. Kesehatan : Rpl141.000 ﬂﬂfﬂrlnngLﬂnn

2. Kecelaknan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan
3. Kematian : Rp4.500,00/ Orang/Bulan




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan.

Pemberian Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, diberikan sebagai Penunjung pelaksanaan tugas
pada Sub Kegintan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggarnan
Otomomi  Daerah Pada  Badan  Penclitian  dan
pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanann Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatun Belanja Dacrah Kota Makassar melalul
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penclitian dan
pengembangan Dacrah Kots Makassar Tahun Anggaran
2024,

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Keputusan Sekreturis Daecruh Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian  Belanja  Jasa  Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/ Asuransi Bag
Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Fasilitasi,
Pelaksanann dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan
Penelitian dan pengembangan Dacrah Kota Makassar
Tahun  Anggaran 2024 nkan diatur  dan
dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan
Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.

kReputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dﬂttaplrnn di Makassar
e nagal ¢ A1 JAnuenl 2020

AMID PAGARRA

I Wali Kota Makassar di Madkoasssr;

2. Inspektur Daerah Kota Makassar i Makasssar,

A Kepaila APKAD Kotn Makossar i Makasnar;

4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daernh Kota Makassar di Malassar;
5 Kepala Badan Penclitian dan perngembangan Daerah Kotn Makassar o Makossar,
6. Krpnla Bagian Hukum Setda Kota Makassar d: Makassar;

7. Masing-masing vang bersangkutan untuk dileetn b,




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalas Serderal Abenasd Yam Mo 2 Makawer 901 1|

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/20/KEP/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN

EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKABSAR

Mengingat :

&

bahwa untuk kelancaran  tugas-tugas Pemerintaban,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerabh pada
Badan Penelian dan Pengembangan Daerah Kota Mukassar,
dipandang perlu memberikan pemberian belanja jasa tenagn
administrasi serta belanja juaran jaminan / asurans: bag
non aparatur sipidl negara pada sub kegiatan [nsilitasi,
pelaksanaan don cvaluasi penelitian dan pengembangan
bidang penyelengearaan otonomi deerah  pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Dacrah Kota Makassar Tahun
Anggarun 2024;

bahwa untuk moksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan  Keputusan Kepala Badan Penclition  dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l i Sulawes: [Lembarun
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Preavelenpenen Negmrn yang Rermih dan Rohas dan Koroapsi
Kolusi dan Nepousme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Newia (Lebainn Noguue Repuldik bodouesia Taliua 2005
Nomor 47, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang  Nomer 1 Tahun 2004 teniang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarian Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembavran Neganra Repuhlik Indonesin Taehon 2004 Nomor G
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor

& @i




2

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004
MNomor 196 Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Nomor 4438); !

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahmn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); :

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Namor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan FPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fteniang
Pengelolsan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolsan  Keuangan Daerah,
sebagaimana teluh diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13, Peraturan Daerah Kota Mekassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tshun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

i4, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacruh Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

1S, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahup 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); I

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2033
tentang Anggeran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Walikotn Mulsssar Nomor 93 Tuhun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024,

18 Sneat Wermitinaan Aelkretarie Narrnh Knta Makessar Nomaor




3

e —

tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai
Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024; |

19, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
277 /SEI'DA/ 1884 TAHUN 2024 Tanggal 11 Januan 2024

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN m.tm|m
PENGEMBANGAN DAERAH EKOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRAS] SERTA BELANJA IUARAN /

ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA SUB
KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EV.
FENELITLAN DAN PENGEMBANGAN G

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 'KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan jasa administrasi serta pemberian belanja jasa
tenaga administrasi serta belanja iuaran jaminan / asuransi
hymmmdpﬂ‘nmnpﬂmhkmwmm
pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang

umﬂmidnmhpmdaﬂnﬂanﬁﬁqndm
Pengembangan Daernh Kota Makassar pada nama-nama

B T ST TOR088906 |

Ll

KEDUA ‘thu'_lln'hutn.njl jasa tenagn administrasi serta }Fdn.n,ll

pada
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja i".turnh
Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar; i

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksansan Keputusan ind
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makaessar Tahun Anggaran 2024 melalui DP lEl.u:Iﬂn

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar; l

|

I

|

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku padn tanggal ditetaplan.




Ditetapkan di Makassar
padn tunggal 18 Januar 2024

.: o "r-f'_' r. . Ll ok

NIP : 19730425 206502 1 001

1 r Kota Makassar di Makassar;
DPKAD Kota Makassar di Makassar;

Kopaia
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Pertinggal

PI‘.




